WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

bahwadalamrangkameningkatkanpelayanankepadamas
yarakat di Daerah sertamempersingkat proses
pelayanangunamewujudkanpelayanan yang cepatmudah,
terjangkau, akuntabel, dan

profesionaldalamkerangkaPelayananTerpadu Satu Pintu;

bahwauntukmeningkatkanpertumbuhanekonomimelalu
iinvestasi, meningkatkankualitaspelayananperizinan dan
nonperizinankepadamasyarakatmelaluisistemPelayananTerpa
du Satu Pintu yang
diselenggarakandalamrangkauntukmempermudahpenyelengg

araanpelayanansecaraterintegrasidalamsatukesatuan proses;

. bahwaPeraturan Daerah Kota PekalonganNomor 13 Tahun

2018
tentangPedomanPelayananTerpadusudahtidaksesuailagideng
anperkembanganhukum dan

kebutuhanmasyarakatsehinggaperludilakukanperubahan;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud



Mengingat

dalamhuruf a, huruf b dan huruf c,
perlumenetapkanPeraturan Daerah tentangPerubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018

tentangPenyelenggaraanPelayananTerpadu Satu Pintu;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-UndangNomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan

Daerah-daerah Kota BesardalamLingkunganPropinsiDjawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa
Jogjakarta, sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
UndangNomor 13 Tahun 1954 tentangPerubahanUndang-
UndangNomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentangPembentukan
Kota-kotaBesar dan Kota-kotaKetjil di Djawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali
terakhirdenganUndang-UndangNomor 6  Tahun 2023
tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-

UndangNomor 2 Tahun 2022
tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

. PeraturanPresidenNomor 97 Tahun 2014

tentangPenyelenggaraanPelayananTerpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

221);



6. PeraturanPemerintahNomor ) Tahun 2021
tentangPenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 15);

7. PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2021
tentangPenyelenggaraanPerizinanBerusaha di Daerah

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 16);

DenganPersetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

BeberapaketentuandalamPeraturan Daerah Kota PaluNomor13Tahun

2018tentangPenyelenggaraanPelayananTerpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah

Kota Palu Tahun 2018Nomor 13)diubah sebagai berikut :

1.

KetentuanPasalldiubah, diantaraangka 4 dan angka Sdisisipkanangka 4a,
diantaraangka 10 dan angka 11 disisipkanangka 10a dan 10b, angka
13diubah, angka 16 dan angka 21 dihapus, sehinggaPasal 1
berbunyisebagaiberikut :

Pasal 1
DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalahWali Kota
sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintah Daerah yang
memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang

menjadikewenangandaerahotonom.

3. Wali Kota adalahWali Kota Pekalongan.



4. Perangkat Daerah adalahunsurpembantuWali Kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah  dalampenyelenggaraanUrusanPemerintahan  yang
menjadikewenangan Daerah.

4a. Dinas adalahPerangkat Daerah yang
memailikikewenangandalamurusanpemerintahan di
bidangpenyelenggaraanpelayananterpadusatupintu.

5. PelayananTerpadu Satu Pintu yang selanjutnyadisingkat PTSP
adalahpelayanansecaraterintegrasidalamsatukesatuan proses
dimulaidaritahappermohonansampaidengantahappenyelesaianprodukpel
ayananmelaluisatupintu.

6. Penyelenggara PTSP Daerah adalahPejabatPemerintah Daerah
sesuaidengankewenanganberdasarkanperaturanperundang-undangan.

7. Penyelenggaraan PTSP adalahkegiatanpenyelenggaraanPerizinan dan
Nonperizinan yang proses
pengelolaannyamulaidaritahappermohonansampaitahapterbitnyadokume
ndilakukansecaraterpadudalamsatupintu dan satutempat.

8. DelegasiadalahpelimpahanKewenangandari Badan
dan/atauPejabatPemerintahan yang lebihtinggikepada Badan
dan/atauPejabatPemerintahan yang lebihrendahdengantanggungjawab
dan tanggunggugatberalihsepenuhnyakepadapenerimadelegasi.

9. Perizinanadalahpemberiandokumen dan
buktilegalitaspersetujuandaripemerintahkepadaseseorangataupelakuusa
ha/kegiatantertentusesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.

10. Nonperizinanadalahpemberiandokumenataubuktilegalitasatassahnyases
uatukepadaseseorangatausekelompok orang dalamkemudahanpelayanan
dan informasisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

10a. PerizinanBerusahaadalahlegalitas yang

diberikankepadapelakuusahauntukmemulai dan
menjalankanusahadanfataukegiatannya.

10b. PenyelenggaraanPerizinanBerusaha di Daerah

adalahkegiatanperizinanberusaha yang proses
pengelolaannyasecaraelektronikmulaidaritahappermohonansampaideng
anterbitnyadokumen yang dilakukansecaraterpadudalamsatupintu.

11. Maklumat Pelayanan PublikadalahpernyataankesanggupanPemerintah

Daerah dalammenyelenggarakanpelayananpublik.



12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

PelayananSecaraElektronik yang selanjutnyadisingkat PSE
adalahpelayananPerizinan dan Nonperizinan yang diberikanmelaluiPTSP
secaraelektronik yang selanjutnyadisebut PTSP-el.
SistemPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik  (Online Single
Submission) yang selanjutnyadisebutSistem 0SS
adalahsistemelektronikterintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan
oleh Lembaga 0SS
untukpenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko.

Pelaku Usaha adalah orang perseoranganatau badan wusaha yang

melakukanusaha dan/ataukegiatan pada bidangtertentu.

Tanda TanganElektronikadalahtandatangan yang
terdiriatasinformasielektronik yang dilekatkan,
terasosiasiatauterkaitdenganinformasielektroniklainnya yang

digunakansebagaialatverifikasi dan autentifikasi.

Dihapus.

PenyelenggaraSertifikasiElektronikadalah badan hukum yang
berfungsisebagaipihak yang layakdipercaya, yang memberikan dan
mengauditSertifikatElektronik.

SurveiKepuasan Masyarakat, yang selanjutnyadisingkat SKM
adalahpengukuransecarakomprehensifkegiatantentangtingkatkepuasanm
asyarakat yang
diperolehdarihasilpengukuranataspendapatmasyarakatdalammemperoleh
pelayanandaripenyelenggarapelayananpublik.
ProvinsiadalahProvinsiJawa Tengah.
GubernuradalahGubernurProvinsiJawa Tengah.

Dihapus.

KetentuanPasal4ayat (1) diubah danayat (2)dihapus,

sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal4

Penyelenggaraanpelayananterpadusatupintu di daerahdilaksanakan oleh

Dinas.

KetentuanPasalSayat (1) dan ayat (4) diubah, ayat (2) ditambahkan 1 (satu)

hurufyaituhuruf f,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 5



(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan,;
b. gerai layanan;

c. layanan keliling;

d. layanan antar jemput; dan/atau

e. layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota.

f. layanan online

(3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, sebagai simpul layanan PTSP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas.

4. KetentuanPasal 6 ayat (1) diubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal6
(1) DalammenyelenggarakanpelayananPerizinan dan Nonperizinan, Wali
KotamendelegasikankewenangannyakepadaKepalaDinas.
(2) Delegasikewenangansebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. KewenanganPerizinan dan Nonperizinan yang
menjadiurusanPemerintah Daerah
sesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan; dan

b. KewenanganPerizinan dan Nonperizinan yang
menjadiurusanpemerintah yang
diberikanpelimpahanwewenangkepadaWali Kota.

(3) Pendelegasianwewenangsebagaimanadimaksud pada ayat (1)

danayatditetapkandenganPeraturanWali Kota.

Pasal 7 dihapus.
6. KetentuanPasal 8 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal 8
DinasdalammenyelenggarakanpelayananPerizinan dan

NonperizinanberkoordinasidenganPerangkat Daerah terkait.

7. KetentuanPasal9diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:



Pasal 9
DalampenyelenggaraanpelayananPerizinan dan Nonperizinan,
Dinasbertanggungjawabsecaraadministratif,

sedangkantanggungjawabteknisberada pada Perangkat Daerah terkait.

KetentuanPasall2ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dalammenyelenggarakanpelayananPerizinan dan
NonperizinanmembentukMaklumat Pelayanan PublikPerizinan dan
Nonperizinan.

(2) Maklumat Pelayanan PublikPerizinan dan
Nonperizinansebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemuat:

a. jenispelayanan yang disediakan;

b. syarat;

c. prosedur;
d. biaya;

e. waktu;

f. hak dan kewajibanPemerintah Daerah dan wargamasyarakat; dan
g. penanggungjawabpenyelenggaraanpelayanan.

(3) Maklumat Pelayanan PublikPerizinan dan NonperizinanPemerintah
Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali

Kota dan dipublikasikansecaraluaskepadamasyarakat.

KetentuanPasall6ayat (1) dan ayat (2)
diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 16
(1) DalammenyelenggarakanpelayananPerizinan dan
NonperizinansebagaimanadimaksuddalamPasal6, Dinas

menerapkanmanajemen PTSP dan penyelenggaraanperizinanberusaha di
daerah.
(2) Manajemen PTSPdan penyelenggaraanperizinanberusaha di
daerahsebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:
pelaksanaanpelayanan,;

a.
b. pengelolaanpengaduanmasyarakat;

o

pengelolaaninformasi;

A

pengawasan internal,

e. penyuluhankepadamasyarakat;



f. pelayanankonsultasi; dan

g. pendampinganhukum.

10. KetentuanPasal 17 ayat (2), ayat(3) dan ayat(4)
dihapussehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal 17

PelaksanaanpelayananPerizinan dan Nonperizinan pada PTSP

11.

12.

sebagaimanadimaksuddalamPasal 16 ayat (2) huruf a, dengantahapan paling
sedikitmeliputi:

a. menerima dan memverifikasiberkaspermohonan;

b. memberikantandaterimakepadapemohon;

c. menolakpermohonanizin dan/ataunonizin yang
tidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;

d. memproses dan menerbitkandokumenizin dan/ataunonizin,;

e. memprosespencabutan dan pembatalandokumenizin dan/ataunonizin;
dan

f. menyerahkandokumenizin dan/ataunonizin yang

telahselesaikepadapemohon.

Pasal 18 ayat (1) diubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal 18

(1) PengolahanpelayananPerizinan dan
NonperizinansebagaimanadimaksuddalamPasal
17mulaidaritahapmenerima dan
memverifikasiberkaspermohonansampaidengantahappenyerahandokume
ndilakukansecaraterpadusatupintu.

(2) Proses pelaksanaanpelayanansebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilakukanuntuksatujenisPerizinan dan Nonperizinantertentuatauparalel.

(3) Dalamhal proses penerbitanPerizinan dan
Nonperizinanperlupemeriksaanteknis di lapangan dan/ataurekomendasi,

dilakukan oleh Tim Teknis sebagaimanadimaksuddalamPasal 11 ayat (3).

Pasall9 ayat (4) dan ayat (5) dihapussehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal 19
(1) PelaksanaanpelayananPerizinan dan Nonperizinantidakdipungutbiaya
oleh penyelenggara PTSP.
(2) DalamhalsuatuPerizinan dan Nonperizinan yang

dikenakanretribusidaerah, besarannyadihitung dan ditetapkan oleh



(3)

pejabatPerangkat Daerah terkait yang
berwenangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Pelaksanaanretribusidaerahsebagaimanadimaksud pada  ayat (2)

dapatdiintegrasikandalampelayananperizinan di PTSP.

13. KetentuanPasal 20 diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal20

Dalampelaksanaantugas dan fungsipelayananPerizinan dan Nonperizinan,

Dinastidakdibebani target

penerimaanretribusidaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 19 ayat (2).

14. KetentuanPasal 21 diubah, ayat (3) danayat (4) dihapus, ayat (5) diubah dan

urutanmenyesuaikan,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 21
PengelolaanpengaduanmasyarakatsebagaimanadimaksuddalamPasal 16
ayat (2) huruf b, dilakukansecaracepat, tepat, tertib, tuntas, transparan,
dan dapatdipertanggungjawabkan.
Pelaksanaanpengelolaanpengaduanmasyarakatsebagaimanadimaksud
pada ayat (1), dengantahapan paling sedikitmeliputi:

a. menerimapengaduanataslayananPerizinan dan Nonperizinan,
memeriksakelengkapandokumenpengaduan, menanggapi, dan
memberikantandaterimakepadapengadu;

b. menelaah, mengklasifikasi, dan
memprioritaskanpenyelesaianpengaduan;

c. memprosespenyelesaiansetiappengaduan yang
terkaitdenganlayananPerizinan dan Nonperizinan,;

d. dalamhalsubstansipengaduantidakmenjadikewenanganpenyelenggara
PTSP, pengaduandisalurkankepadaperangkatdaerah yang berwenang;

e. menyampaikaninformasi dan/atautanggapankepadapengadu
dan/ataupihakterkait;

f. melakukanpencatatan dan pelaporanhasilpengelolaanpengaduan;
dan

g. pemantauan dan evaluasipengelolaanpengaduan.

Pelaksanaanpengelolaanpengaduandilaksanakan oleh petugas yang

memilikifungsipengelolaanpengaduan pada Dinas.

15. KetentuanPasal 22 ayat (1) diubah,ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ayat (6)

diubah dan urutan menyesuaikan,sehinggaberbunyisebagaiberikut:



(1)

(2)
(3)

Pasal 22

Dinasmenyediakansaranapengaduanuntukmengelolapengaduanmas
yarakatterkaitlayananPerizinan dan Nonperizinan.
Layananpengaduandapatdilakukansecara manual dan elektronik.

Sarana pengaduansecara manual

menggunakanformulirdan/ataumelaluikotakpengaduan.

Dihapus.

Dihapus.

Sarana pengaduan
secaraelektronikdapatmenggunakansuratelektronik,

pesanlayanansingkat, aplikasi, website, dan/atautelepon.

16. Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dihapus,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

(1)

(2)

Pasal 23
PengelolaaninformasisebagaimanadimaksuddalamPasal 16 ayat (2) huruf
c dilakukansecaraterbuka dan mudahdiakses oleh masyarakat.
Pelaksanaanpengelolaaninformasisebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikitmeliputi:

a. menerimapermintaanlayananinformasi;
b. menyediakaninformasiterkaitlayananPerizinan dan Nonperizinan; dan

c. memberikaninformasiterkaitlayananPerizinan dan Nonperizinan.

17. KetentuanPasal 24 ayat (1) huruf ¢ diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

(1)

(2)

Pasal 24
PenyediaaninformasisebagaimanadimaksuddalamPasal 23 ayat (2) huruf

b, paling sedikitmeliputi:

a. profilkelembagaan;

b. profilstrukturorganisasi;

c. Maklumat Pelayanan Publik;
d. standarpelayanan;

e. penelusuran proses penerbitanPerizinan dan Nonperizinan;
f. pengelolaanpengaduanPerizinan dan Nonperizinan; dan

g. penilaiankinerja PTSP.

Layanan informasisebagaimanadimaksud pada ayat (1)

dapatdilakukansecaralangsung dan elektronik.

18. KetentuanPasal 27 ayat (3) diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:



Pasal 27

(1) PenyuluhankepadamasyarakatsebagaimanadimaksuddalamPasal 16 ayat

(2) huruf e, paling sedikitmeliputi:

a.

€.

hak dan kewajibanpemerintahdaerah dan
masyarakatterhadappelayananPerizinan dan Nonperizinan;
manfaatPerizinan dan Nonperizinanbagimasyarakat;

jenispelayanan,;

persyaratan dan mekanismelayananPerizinan dan Nonperizinan; dan

waktu dan tempatpelayanan.

(2) Penyelenggaraan penyuluhankepada

masyarakatsebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui:

a. media elektronik;
b. media massa;
c. media cetak; dan/atau
d. pertemuan.
(3) Pelaksanaanpenyuluhansebagaimanadimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh bidang yang memilikifungsipenyuluhan pada Dinas.

19. KetentuanPasal 28 ayat (3) diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 28

(1) PelayanankonsultasisebagaimanadimaksuddalamPasal 16 ayat (2) huruf

f, paling sedikitmeliputi:

a.
b.

C.

konsultasiteknisjenislayananPerizinan dan Nonperizinan;
konsultasiaspekhukumPerizinan dan Nonperizinan; dan

pendampinganteknis.

(2) Pelayanankonsultasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan pada

ruangkonsultasi.

(3) Layanankonsultasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan oleh pejabat pada bidang yang memilikitugas dan

fungsikonsultasi pada Dinas.

20.Di antaraPasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) paragraf dan pasal

baruyakniParagraf 7 Pasal 28A,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Paragraf 7
Pendampingan Hukum

Pasal 28A



(1)

(2)

Pendampingan Hukum sebagaimanadimaksuddalamPasal 16 ayat (2)
huruf g dilakukandalamhalterdapatpermasalahanhukumdalam proses
dan pelaksanaanperizinan.

Dinas berkoordinasidenganPerangkat Daerah
teknisdalamhalterdapatpermasalahanhukumdalam proses dan

pelaksanaanperizinan.

(3) Pendampinganhukumsebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Perangkat Daerah yang membidangihukum.

21. KetentuanPasal 31 ayat (1)diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

(1)

Dinasmenyusunperencanaansesuaikewenangankedalamdokumenpe

rencanaanpembangunandaerah.

(2) Perencanaansebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun paling
sedikitmemuatpencapaiansasaranpeningkatan tata laksana, kualitas,
dan percepatanpelayananPerizinan dan Nonperizinan Daerah.

(3) Penyusunan dan
penetapandokumenperencanaanpembangunandaerahsesuaidenganketen
tuanperaturanperundang-undangan.

22. KetentuanPasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat

barusehinggaberbunyisebagaiberikut:

(1)

Pasal 32
Penyelenggaraan PTSP di Daerah
dapatdilakukanpenyederhanaanuntukmeningkatkanmutupelayanan dan
dayasaing Daerah yang meliputi:
a. jenispelayananPerizinan dan Nonperizinan; dan/atau
b. prosedurpelayananPerizinan dan Nonperizinan.
PenyederhanaanjenispelayananPerizinan dan
Nonperizinansebagaimanadimaksud pada ayat (1)

dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

23. Pasal 33 dan 34 dihapus.
24. KetentuanPasal 37ayat 4) dan ayat (5) diubah,

sehinggaberbunyisebagaiberikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

()

PTSP-
eldapatdiaksesdenganmenggunakanhakaksesatautanpamenggunakanha
kakses.

PelayananInformasisebagaimanadimaksuddalamPasal 36 ayat (2)
dapatdiakses oleh penggunatanpamenggunakanhakakses.
PelayananPerizinan dan NonperizinansebagaimanadimaksuddalamPasal
36 ayat (3) dan SubsistemPendukungsebagaimanadimaksuddalamPasal
36 ayat (4) dapatdiakses oleh penggunadenganmenggunakanhakakses.
Hak aksessebagaimanadimaksud pada ayat (3)
diberikankepadaKepalaDinas, petugaspelayanan, pemohonPerizinan dan
Nonperizinan, dan pegawaiinstansi lain sesuaidengankewenangan.
Pemberianhakaksessebagaimanadimaksud pada ayat (4)

ditetapkandengan Keputusan Kepala Dinas.

25. KetentuanPasal 39ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ayat (2) huruf b

diubah dan urutanmenyesuaikan, sehinggaberbunyisebagaiberikut:

(1)

(2)

Pemanfaatantandatanganelektronikdapatdigunakandalampenerbita
ndokumenizin dan non izin, denganmemenuhipersyaratan:

a. Laman PSE menggunakansertifikatelektronik;

b. penyelenggara PTSP Daerah memilikisertifikatelektronik;

C. penerimaanpermohonan dan persyaratanPerizinan dan
Nonperizinandalambentukelektronik;

d. dokumenizin dan
nonizinditerbitkandalambentukdokumenelektronikdengan format
PDF /Portable Document Format;

e. seluruh proses penerbitandokumenizin dan
nonizinmelaluitransaksielektronik yang
menggunakantandatanganelektronik;

f. tidakmemberikanketeranganataunotifikasidalambentukkertas;

g. penyerahandokumenizin dan nonizinsecaraelektronik; dan

h. arsip digital.

Sertifikatelektroniksebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b

diterbitkan oleh

PenyelenggaraSertifikasiElektronikTersertifikasisesuaidenganketentuanp

eraturanperundang-undangan.

26. Pasal 40 dan 41 dihapus.



27. KetentuanBAB VII Pasal 42 diubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VII

0SS

Pasal 42
Pemerintah Daerah menggunakansistem OSS yang dikelola oleh
pemerintahpusatdalamrangkapemberianPerizinanBerusaha yang

menjadikewenangannya.

Pelaksanaanpelayananperizinanberusahadilaksanakansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-
undanganmengenaipenyelenggaraanperizinanberusaha di daerah.
PelayananSistem 0SS pada PerizinanBerusaha di Daerah
dilakukansecaramandiri oleh pelakuusaha

dan/ataumelaluilayananberbantuan yang disediakan oleh Dinas.

Ketentuanlebihlanjutmengenaipelayananperizinanberusahadiaturdal

amPeraturanWali Kota.

28. KetentuanPasal 43 ayat (2) huruf a diubah, huruf b dihapus, dan

urutanmenyesuaikan, sehinggaberbunyisebagaiberikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 43
Sarana dan prasaranapenyelenggaraan PTSP, paling sedikitmeliputi:
a. kantordepan / front office;
b. kantorbelakang / back office;
c. ruangpendukung; dan
d. alat / fasilitaspendukung.
Kantor depan / front office sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a,
paling sedikitterdiriatas:
a. loketpelayanan;
b. ruang/tempatlayananinformasi,
c. ruang/tempatlayananpengaduan; dan
d. ruanglayanankonsultasi.
Kantor belakang / back office sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf
b, paling sedikitterdiriatas:
a. ruangrapat; dan

b. ruangpemrosesan.



(4) Ruang pendukungsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, paling
sedikitterdiriatas:
a. ruangtunggu;

b. ruanglaktasi;

c. ruangdifabel dan manula;

d. ruangbermainanak;

e. ruangarsip dan perpustakaan;
f. toilet/kamar mandi;

g. tempat ibadah;

h. tempatparkir; dan

e

ruang/tempatmakanan dan minuman.

(5) Alat / fasilitaspendukungsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d,
paling sedikitterdiriatas:
a. seragampelayanan;

b. formulir;

c. telepon dan mesinfaksimile;

d. perangkatkomputer, printer, dan scanner;
e. mesinantrian;

f. alatpengukurkepuasanlayanan;

g. kotakpengaduan;

h. mesinfoto kopi;

=

kamerapengawas ;

koneksi internet;

—.

k. laman dan surel;

—_

alatpenyediadayalistrik;

m. alatpemadamankebakaran;
n. pendinginruangan,;

o. televisi;

p. brosur;

q. banner;

r. petunjukarahlokasi; dan

@

alat/fasilitaspendukunglainnyasesuaidengankebutuhan.

29. KetentuanPasal 45diubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal 42
Pemenuhankebutuhansumberdayamanusiapenyelenggarafungsi PTSP pada

Dinasdilakukansecaraproporsionaluntukmencapaitujuan dan sasaran PTSP.



30. Pasal 47 dihapus.
31. KetentuanPasal 57 diubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal 57
(1) Wali Kota melalui Dinas menyampaikanlaporanPenyelenggaraan PTSP
dan/atauPenyelenggaraanPerizinanBerusaha di Daerah
kepadaGubernursecaraperiodik.
(2) Laporansebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat:
a. jumlahperizinan yang diterbitkan;
b. rencana dan realisasiinvestasi; dan

c. kendala dan solusi.

Pasal II
Peraturan Daerah inimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkanpengundanganPeraturanDaerah

inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah KotaPekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal ...................
WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



PENJELASAN ATASPERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

UMUM

Peraturan
Daerahinidibentukdalamrangkauntukmeningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Pemerintah Daerah perlu
pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu daerah.

Selain itu Pemerintah Daerah dalam hal ini berupaya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan
kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat
melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan
dalam rangka untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan secara
terintegrasi dalam satu kesatuan proses.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap
kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu yang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang
baru.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan
masyarakat yang ada di wilayah Kota Pekalongan dapat terpenuhi hak-
haknya untuk mendapatkan akses pelayanan baik perizinan maupun
nonperizinan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini,
menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah
melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam
mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat,
mudah, terjangkau, partisipatif, akuntabel, tidak diskriminatif, terbuka,
dan profesional, sesuai dengan tujuan dan Standar Pelayanan yang
telah termuat dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL DEMIPASAL

Pasall

Cukup jelas.
Pasal2
Cukup jelas.



Pasal3

Cukup jelas.
Pasal4

Cukup jelas.
PasalS

Cukup jelas.
Pasal6

Cukup jelas.
Pasal7

Cukup jelas.
Pasal8

Cukupijelas.
Pasal9

Cukupijelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Yang dimaksud dengan dokumen lengkap dan benar
adalah dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas teknis
sesuai dengan jenis perijinan

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih
luas kepada masyarakat untuk memperoleh
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih
mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan
akuntabel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50






